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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI 
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,                        

KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2015-2016 
Masa Persidangan : I 
Rapat  Ke- : 18 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari, tanggal           : Rabu, 16 September 2015 
Waktu : Pukul 10.00 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)                                           

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Pembahasan RKA-K/L Tahun 2016 dan usulan program-program yang 

akan didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi 
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA. 
Sekretaris Rapat 
Hadir      
 

: 
: 

Drs. Budi Kuntaryo 
A. 38 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Dr.Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.  (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal); 
3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektorat Jenderal); 
4. Dr.Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari); 
5. Dr.Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah 

Aliran Sungai dan Hutan Lindung); 
6. Dr.Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem);  
7. Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi  

Kehutanan dan Tata Lingkungan); 
8. Dr.Ir. Bambang Soepijanto, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia); 
9. Dr.Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim); 
10. DR.Ing.Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan               

Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 
11. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan 
12. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) 
beserta jajarannya 

 
I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas 
RKA-K/L Tahun 2016 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan 
Kriteria Teknis dari Komisi, pada hari Rabu tanggal 26 September 2015 dibuka pukul                     
11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

 
1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyesuaian anggaran dari pagu awal Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang dialokasikan untuk:  
- Pengadaan pesawat udara/helikopter dan operasionalnya untuk kegiatan pengendalian, 

perlindungan, pengamanan hutan, dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebesar 
Rp650.000.000.000,-;  

- Perubahan Anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp2.000.000.000,- untuk 
kegiatan Ozone Project Trust Fund – Hydroclorofluorocarbon (HCFC) Phase-Out in The 
Polyurethane Foam Sector Project dari Program Planologi dan Tata Lingkungan ke 
Program Pengendalian Iklim; dan 

- Pergeseran UPT antar program. 

 
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu RKA-K/L Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp6.301.022.231.000,- yang bersumber dari: 
a. Rupiah Murni sebesar Rp5.012.002.864.000,-;  
b. PNBP/BLU sebesar Rp.1.158.821.038.000,-; dan 
c. Hibah Luar Negeri sebesar Rp130.198.329.000,-  
 

dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut: 
a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp966.008.645.000,-; 
b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp70.171.368.000,-; 
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar 

Rp356.100.000.000,-; 
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar 

Rp955.045.027.000,-; 
e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 

Rp1.334.710.000.000,-; 
f. Direktorat Jenderal Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar 

Rp353.400.000.000,-; 
g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp327.233.500.000,-;  
h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebesar Rp373.953.691.000,-. 
i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar 

Rp233.500.000.000,-; 
j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 

Rp254.800.000.000,-; 
k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp872.400.000.000,-; 
l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya 

sebesar Rp93.700.000.000,-; 
m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Rp110.000.000.000,-; 

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat  bersama Eselon I 
untuk membahas lebih mendalam terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan. 

 
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar 
Rp2.555.860.960.000,- yang dialokasikan untuk DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup dan 
DAK Sub Bidang Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan mendalami dan 
memutuskan kriteria teknis penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama 
Eselon I. 
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4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk  menambah Anggaran Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RAPBN TA 2016 untuk  kegiatan  Pencegahan 
dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, kegiatan penegakan hukum, kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, 
kegiatan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, kegiatan perubahan iklim, 
kegiatan tata batas kawasan hutan dan tata lingkungan, kegiatan perhutanan sosial dan 
kemitraan lingkungan, kegiatan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan, 
kegiatan pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, dan kegiatan 
pengembangan sumber daya manusia dan IPTEK.  Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta 
Anggota Badan Anggaran Komisi IV DPR RI untuk memperjuangkan di Badan Anggaran 
DPR RI. 
 

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
menindak tegas pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan menerapkan sanksi 
administrasi, termasuk mencabut ijin lingkungan dan ijin usaha pemanfaatan kawasan 
hutan serta mendorong percepatan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-
undangan. 
 

 
III. PENUTUP 

 
 Rapat ditutup pukul 15.00 WIB. 

 
 
 

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

 
 

Ttd. 
 

DR. IR. SITI NURBAYA, M.SC. 
 

KOMISI IV DPR RI 
KETUA RAPAT, 

 
 

Ttd. 
 

EDHY  PRABOWO, MM., MBA. 
A-335 
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